
 
 

 
BUPATI PUNCAK 

PROVINSI PAPUA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI PUNCAK 
NOMOR   7.b  TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK  

TAHUN ANGGARAN 2025  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
BUPATI PUNCAK, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 
2025; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2907);  

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6697);   

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggunjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);  

7. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

SALINAN 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupatan Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);  

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

13. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601);  

14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);  

15. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573);  

16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusun Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4664);  



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan 
Tata Cara Penyusun, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4817);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5103);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5941);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahunn 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323); 

27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana 
Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua;  

28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan;  

29. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan 
Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi 
Papua Barat; 

30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
10);  

31. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
260);  

32. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 
tetang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157);  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 
Nomor 459);  

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor); 

39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);  

41. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan;  

42. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Papua 2019-2023;  

43. Peraturan Bupati Puncak Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan 
Barang/Jasa Kabupaten Puncak. 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024. 

 
 
 
 



MEMUTUSKAN: 
   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
TAHUN ANGGARAN 2025 

   
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Puncak.  
2. Bupati adalah Bupati Puncak.  
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.  

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.  

5. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang 
berlaku di suatu Daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.   

6. Belanja Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada Pegawai 
Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.  

7. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja untuk pengeluaran 
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 
belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 
kegiatan pemerintahan Daerah.   

8. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk 
mempertahankan aset tetap dan aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam 
kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana 
yang ditetapkan oleh pemerintah.  

9. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka 
memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi serta melebihi batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.   

10. Efisien adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan meminimalisir 
kerugian atau pemborosan sumber daya yang ada.   

11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik 
perseorangan maupun secara bersama dari kantor domisili Pegawai/Non 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan dilakukan untuk kepentingan 
Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang. 

12. Komisi adalah imbalan (uang) atau prosentase tertentu yang dibayarkan 
karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.  

13. Premi adalah hadiah (uang dan sebagainya) yang diberikan karena pembelian 
barang.    

14. Rabat adalah potongan harga yang diterima berupa pengurangan harga dari 
daftar harga resmi.  

15. Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang 
memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari 
berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.  

16. Satuan biaya resmi lain adalah satuan biaya resmi yang dikeluarkan oleh 
penyedia barang/jasa berupa daftar harga resmi yang disajikan secara 
lengkap, akurat, memenuhi unsur informasi dan dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

 



Pasal 2 

 

Standar Harga Satuan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan 
Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Anggaran Biaya, dan 
Rencana Kegiatan Sekolah Tahun Anggaran 2024.  

 

BAB II 

STANDAR HARGA SATUAN 

Pasal 3 

 

Standar Harga Satuan terdiri dari:  

a. Satuan Satuan Harga (SSH);  
b. Standar Biaya Umum (SBU);   
c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK;   

 
Pasal 4 

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.   

 

Pasal 5 

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.  

 
Pasal 6 

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.  

 
Pasal 7 

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk 
pajak, dan merupakan biaya/harga tertinggi serta pagu jarak terjauh/fasilitas 
transportasi bagi pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya 
Perjalanan Dinas untuk memperoleh keluaran tertentu.  

 

BAB III 

PELAKSANAAN STANDAR HARGA SATUAN 

 
Pasal 8 

Dalam melaksanakan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 menggunakan biaya/harga yang terendah dengan mempertimbangkan 



harga barang/jasa pada lokasi setempat dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 9 

(1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis 

barang/jasa tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, maka harus memperhatikan tingkat kewajaran 

harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(2) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa melebihi harga yang tercantum 

dalam Standar Harga Satuan dan/atau belum tercantum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan 

pengadaan/pembelian barang/jasa dapat menggunakan Katalog Elektronik 

(E-Catalogue) atau Satuan biaya resmi lain.  

(3) Apabila terjadi perbedaan harga antara yang tercantum dalam Standar Harga 

Satuan, Satuan biaya resmi lain atau Katalog Elektronik (E-Catalogue) atau 

Satuan biaya resmi lain dalam pengadaan/pembelian barang/jasa, maka 

menggunakan harga yang lebih rendah.   

(4) Pengadaan/pembelian barang/jasa yang biaya/harga dan jenis tidak 

tercantum dan/atau tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diserahkan sepenuhnya pada Perangkat Daerah yang 

melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa.   

  
BAB IV 

KOMISI, PREMI DAN RABAT  
 

Pasal 10 
 

Bentuk Komisi, Premi dan Rabat yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan 
Standar Harga Satuan merupakan hak Pemerintah Daerah yang wajib disetorkan 
kembali ke Kas Daerah.   

  

BAB V 

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN 

Pasal 11 

(1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pembinaan dalam rangka 
pelaksanaan Standar Harga Satuan.  

(2) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam 
rangka pelaksanaan Standar Harga Satuan.  



(3) Dalam penyelenggaraan Standar Harga Satuan, Kepala Perangkat Daerah 
melaporkan kepada Bupati dan bertanggung jawab atas kesesuaian dan 
ketepatan penggunaan Standar Harga Satuan.  

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 12 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.  

  

    
  

BERITA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024 NOMOR 7.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ditetapkan    : di Ilaga 
pada tanggal  : 16 Mei 2024 
     

Pj. BUPATI PUNCAK, 

CAP/TTD 

DARWIN H.L. TOBING 
  

Diundangkan di Ilaga 
pada tanggal 16 Mei 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
     KABUPATEN PUNCAK, 

           CAP/TTD 

ZAINUDDIN RACHMAN, S.STP, M.Si 

 

Untuk Salinan Yang Sah 
Sesuai dengan aslinya 

Plt. Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 

MOSES WAKERKWA, S.Sos, M.Ak 
NIP 19800927 200605 1 001 


